HEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR (;%{ TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUAWWANAH

Menimlang

Mengingat

i 8

KABUPATEN BALANGAN

DENGAN BARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINS] KALIMANTAN SHIATAN

bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian
madrasah;

bahwa sehubungzn dengan hilaogiya Surdat) Keputusan
Pemberigan lzln Pendirien Madrasah, petlu themberikan
Surat Keputusan Pergeanti;

bBahwa madiasah seboagaimana lerecanburn delagn Lamipiran
Keptitasan i telah memenuhl  persyararan gnmk
diienxan Surat Keputiusan Peopgeantn fzind Pendiosn

Madrasah;

baltvwe berdasarkan pertimbangan schagairmang dimalsud
dalath. hurul ®*a® hurgl *H", dan bunsl | "e®  perlu

menetaplkan Keputiisan Kepzala Hantor  Wileyah
Kementerian Agama Provinsl Kalimantan Selatan tentang
Penerhitan Suret Keputisan Mengeanti lzirt

Pendirian /Operasional Madrasah [htidaivah Al Muawwanah
Kabupaten Balangan;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Bepublik Tndoeniesia
Tahun 2003 Momor 78, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang

Standar MNasipnal Pendidikan |Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Noror 41, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Nomor 4496) sehagalmana Lelah



Memperhatikan

=

diuball denpan Perdturatll Pemerinigh Nomod 32 Tahun
2013 tenlang Perubaban atses Peraturan Pemerintah Nomor
G Tahun 20056 tentang Standar Nasional | Pendidikan
iLemberan Negara Republik Indonesia Tebun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negard Republik [ndenesia Nomor
54 LY

Peratvran Pemerintah Neplor 48 Tabun 2008 tentsng
Pendanaan  Pendidikan  (Demmbaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864,

Peraturan  Pemerintah Numor 17 Tahun 20010 Lenlang
Pengelolaan dan Penvelengzaman Pendidikan (Lémbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor
5i50) sebapaimana telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintab Nomor 66 Tehun 2010 wntang Pérubahan atas
Peraluran Pemerinlah Nammor 17 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembacar
Negara Hepublik Indonesin Tabun 2010 Nomoer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
S1a7}):

Peraturan Mentert Pendicdiican Nasional Nomor 24 Tahun
2007  tentang Standar Sarand dan Prasasana untok
Stkolah Dasar; Madrasabl Ihiddaiyal, Sekolah Menengal
Pertama/Macrasah Tsanawiyaly, dan Sekolall Menengal
Atas/Madrasah Allvah; '

Peraturan Menles Pendidilkan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minlmal Pendidikan di
Kabupaten /Wots  sebagamana  telan  dinbalh  menjadi
Peraturan Menteri Pendidiltan dan Kebudayvaan Nomor 23
Tuhun 2013 tentang Perubahan atas Peratusan Menlen
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayvanan Minirmal Pendidikan di kebupaten/ Kot

Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidlkan Madrasal  (Bermta Negara
Reptihlik Tndenesia Tahun 20013 Nemor 1382);

Keputusan Diekiur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknls Papanjangan
{zin Pendirian Madrasgh, Penerbitan Surat | Keputusan
Pengganti lzin Pendirien Madrasan Karena llilang, dan
Penerbitan Hurat Keterangan Kerusakan Dokumen lzin
Pendirian Madrasah;

Rekomendasi dari Kepala Kantor sementerlan Agama
Kabupaten  Balangan  Nomor 15071/ Kk, 17.08-
2/Pp0C.4/11 /2016 Tangeal 25 Nopember 20 16;



Menetapkan

KESATU

REDLIA

KETIGA

MEMUTUSHKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENERBITAN S8URAT HKEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH AL MUAWWANAH KABUPATEN BALANGAN.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti i
Penditian /Operasional  Madrmasalh  wang  Hilang  kepads
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merdpakan bagian Udak lerpisahkan darl Kepulusan ini,

: Pemberian izmin operasional sebagaimana dimalksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut, apablls madrasdan veng
bersanghkutan melakukan  pelangearan sesual dengan
ketentuan peraturan perindasg-undanegan

: keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplkan di Banjarmasin
pada taneral 5 Desember 2016




LAMPIRAN 1 .
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEEMENTERIAN AGAMA FROVINS]
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR N8 TAHUN 2016

TENTAMNG PENERBITAN SLTEAT
KEPUTUSAN FENCGORANT] AR
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYALL AL MUAWWANAH KABUPATEN
BALANGAN

TENTANC
[DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGOGANTI
1ZIN FENDIRIAN MADREASAH '

Nama Madrasah Madrasah [btidaivah Al Muawwanah
Nomor Statistlk Madiasali 111263110015
Alamart Madrasah JI. HL Huasly BT 01

Desa/Kelurahan Baruh Bahinu Dalam
Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan

Provins: Kaelirmasitan Selatan

Nama Organisas] Penyvelenggara  Yavasan Pendidikan Al Muawwanalh

Alcte Notaris Organisasi Nomor 14 Tabun 2015

rerivelenggara

Pengesahan Akte Notaris ‘ SK  MENKUMHAM Rl Tanggal 17
Crganisas] Penvelengeara September 2015

Ditetapkan di Barjarmasin
pada angeal 3 Desember 2016




